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Menimbang

IlEMlj:ltIriTiLFI tr{AlitlI}ATItN DAERATI TING${.AT II PATI

PS&ATURAN DANRAH ITAB{JPATEN DANRAH TINGKAT II PATI

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DASRAH KABUPATEN DAERA}I

TINGKAT II PATI YANG PUNG{ITANNYA TIARU$

FITiE}lTIKAN TERHITUNG SEJAK TANGGAT 23 UEI 1998

DSNGAN RAHMAT TUT{AN YANG MAHA 89,4.

BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II PA?I

: a. bahwa berdasarkan undang-undang l.lomar 18 Ta.hun

1997 tentang Pajak Daerah eian Retribusi D*erah
maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Fajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah
tidak sesuai perlu dicabut.

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalanr ff eger.i
Nomor 10 Tahun I998 tentang Peneabutan peraturan
Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang pajak
IJaerah dan iletribusi Saeratr, maka Fungutan pajak
Daerah dan R.etribusi Daerah yang d!.nyetakan
berlaku 1 { satu } tahun terhitung sej ak
berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun Igg7,
wajib dihentikan dan Peraturan Daerah yang
mengatur tentang hal tersebut perlu dicabut ;

bahwa untuk maksud tersebdt diatas perlu
ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 13 ?ahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
Tahun 1950 ) ;
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 t€ntang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah { Lembaran Negara
tahun 1972 No. 38, Tambahan Lembaran Negara
lfomcr 3037 );

3. Undang-undang Nomor 1 8 Tahun 1897 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah { Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran llegara
Nomor 3685 );

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah { Lerubaran Negara ?ahun 1997 Nomor

54, Tambahan Lembaran lrlegara Nomor 3691 ) ;

Peraturan Pemerintah l{omor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Tahun 1997

Nomar 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );

fnstruksi Menteri Dalam Negeri. Nomor 10 Tahun

1 998 tentang Peneabutan Peraturan Daerah Ting.kat
I dan Tingkat 1I tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

4.

5.

6.

Dengan Persetujuan DewAn Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten

.,-. Daerah Tingkat 1I Pat i .

Menetapkan

UEMUTUSKAN

I PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN DAURAH TINGKAT II PATI

TENTANG PENCAS{}TAN PERATURAN DAERAH YAN6 MENGATUR

PAJAK DAERAH DAN RETRIBSSI DAERAII KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI YANG PUNGUTANNYA HARUS DIHENTIKAN

TERHITUNG SEJAK TANGGAL ?3 MAtr 1 998.

Pasal 1 . ,ff



Pasal

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal
23 Me i 1 q98 Perat uran Daerah Kabnpate n ilaenelr
Tingkat I1 Fati berikut Perubahannya:

,1. Nom*:' 50 Tahr.rn 1952 tentang pemungutan dan
Penagihan Pajak Anjing dalam Daerah Kabupaten
Pati.

' 2" loinm*r 27 Tahun 1956 tentang pembakaran Rati.
z 3" i.lomor 18 Tahun i972 tentang pemungutan pa.jak

Ai:as ha.sil pengusahaan dan pemeliharaar: Sarang
8,.-rt":,rftg.

;" h=orrlcr 2 Tah*n 1975 tentang ldengaci.aken c{an
flemungut Fajak i{endaraan Tisai{. }Sermot*:'.

5. Nomor 4 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan
l{emungut Pajak Potong Ternak.

,il. Nomnr 6 Tahun 1976 tentang Mengadakan pungr.rtan

Pajak Atas Surat I j in Angkutan Kap*k 0d.c j.ar:

Rakyat keluar Daerah Kai:upaten pati.
tJ. Nomor 8 Tahun 1976 tentang Mengadakan Fungutan

Pajak I j in Angktrtan Garam Rak:rat KeLuar Deerai:.
.8. Nomcr 1 Tahun 1977 tent*ng perneliharaan Babi.
.'-1. Nomor g ?ahun 1977 tentang pa j ak Rumah Bola

Sodok.
1U. Nomo r 12 1'ahun 't977 rentang !{engadakan dan

Memungut Retribus I" lragi Ke ndaraan Bermoteii. ],iltlg
llelalui JaLan Dat*r.ah.

11 . Nornci' 4 Tahu:r i978 tentai:g Fajak Bangsa Asing.
1'2. r\omor '1 3 Tahu:"1 1978 tentang perryeregarrlarl

Penornoran Rr-rrnah Penduduk, Toko, Kantor den
Bangunan-bangunan lain di Daerah Kabupaten pati.

' "-13. Nomor 3 Tah*n 1?85 tentang pelaksanaan pemberian
Ijin Tempat $saha.

""'',.14. Nonor 3 lahun I g86 tent ang penggunaan Rad i o
'$iaran Pernerintah 0aerah Kabupaten Daerah Ting-
at II Pati.

1 5. Nomor
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r15. Nomor g rahun 1986 tentang penyelenggaraan Balai
Benih Ikan.

,16. Nomor 5 Tahun 1gB7 tentang pemeriksaan Kesehatan
Ternak di Paear.

17' Nomor 6 Tahun 1g8B tentang Kendaraan Tidak
Bermotor.

18. Nomor 1 Tahun 1gB8 tentang perusahaan susu dan
Perdagangan susu di Kabupaten Daerah Tingkat rr
Pati.

i 9. Nomor 1 Tahun 1 gB9 tentang Uang Leges.
2a. Nomor 8 Tahun lg8g tentang pengiriman Ternak dan

Unggas Keluar Daerah.
21 . Nomor 5 Tahun 1gg1 tentang r j in usaha Rurnah

Makan di Trtilayah Kabupaten Daerah Ti.ngkat rI
pati.

t-22. Nomor 3 Tahun 1g9z tentang penerti.ban
Pelestarian dan pembudidayaan Tanaman Kapok
Randu di Kabupaten Daerah Tingkat II pati.

' 23. Nomor 6 Tahun 1 gg3 tentang usaha Rekreasi dan
Hiburan umum di Kabupaten Daerah Tingkat rr pati

24. Nomor 7 Tahun 1993 tentang rjin usaha salon
Kecant ikan.

25. Nomor 4 Tahun 1gg4 tentang Retribusi penjualan
Es Batu untuk Keperluan Kapal perikanan/usaha
Bidang Perikanan di Dermaga.

, 26. Nomor 16 Tahun lgg5 tentang Kartu Ternak.
'27. Nomor 6 Tahun 1gg7 tentang pungutan pajak Radio.
28. Nomor 7 Tahun lggr tentang Retribusi Dokumen

Lelang.
'.29. Nomor 10 Tahun 1g97 tentang rjin Mendirikan

usaha Penitipan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
Tidak Bermotor di ItIi Layah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati.

30, l{omor 14 ?ahun 1997 penjualan Brak Kerja.

Pasal 2

Paj'ak Daerah terutang d.an Retribusi Daerah terutang
sampai dengan tanggal zz Mei lggg tetap dapat
ditagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berLaku.

Pasal ,,
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Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berLaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku surut sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Feraturan Daerah ini.

Agar supaya setiap orang d.apat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Daerah lni
dengan penempatannya dar.am Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II pati,

DEHAN PERWAKII,A$ RAKYAT DAERAH
KABUPATEI,I DAERAIT TINSKAT II PATI

Ditetapkan di pati
pada tanggal ZZ Mei I g9g

BUPATI KEPATA DASRAH ?INGKAT I1
PATI

soEBOrfo

KUTUA,

YUSUF MUHAMAD
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PENJETASAN
PERATURAN DASRAH KABUPAT$N DAERAH TINOKAT II PATI

l{oMOR I TA}tuhi 1998

TfiNTANG

PEHCABU?AN PSRATURAN DAERAH YANS MENGA?UN. PAJAK

DASRAH CIAN RETRIBI,IS1 DAERAH KABUPA?EN DASRAH

?INGKAT IT PATI YANG PUI{SLI?AITNYA HARUS

DIHSNTIKA.{ TERSITUNG SEJAK TANGGAI 23 MEI 1998

PENJETASAN UI'{UM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomeir 18 ?ahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah yang mengatur Pajak Baerah dan Retribusi CIaeral:
yang tidak terkait dengan Undang*undang Nomor 1 I Tahun
1997 perlu dicabut.

$ehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka
melaksanakn Inetruksi Menteri Dalam Negeri l{omor 10

Tahun 1 998 t€ritang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat T

Dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Oaerah yang dinyatakan berlaku 1 (satu)
Tahun berdasarkan Undang-undang Ncmor 18 Tahun 1997 perLu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang pengaturannya
di.tetapkan dengan Peraturan Oaerah.

PENJETASAN PASAL DEMI PASAI.

Pasa I

Pasal

Pasal

: Cukup Jelas.

: Cukup Je1as,

: Cukup Jelas.
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